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BAB I PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora pada dasarnya merupakan rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora sebagai Entitas Akuntansi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Hal itu disajikan dengan penyusunan Laporan Keuangan selama periode tersebut.
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora selaku  Pengguna Anggaran harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran keuangan di entitasnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan tersebut berupa penyajian Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan.
Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efesiensi dan efektivitas keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Adapun landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain:

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 
· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
· Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
· Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
· Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
· Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
· Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora;

· Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora;
· Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA  KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3. Penjelasan Laporan Operasional
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro
Total anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 10.033.890.000,00. Setelah perubahan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2016, total anggaran menjadi sebesar Rp. 8.676.140.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 1.357.750.000,00 (86,47%).
Perubahan jumlah anggaran tahun 2016 terjadi pada mata anggaran Pendapatan semula sebesar 3.758.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.370.000.000,00 atau turun sebesar Rp. 1.388.000.000,00 (63,07%). Belanja Langsung tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 3.575.690.000,00 dan Anggaran Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp. 2.700.200.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.730.450.000,00 atau naik sebesar Rp. 30.250.000,00 (101,12%)
Jumlah anggaran tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar                  Rp. 2.992.884.000,00 (152,66%) bila dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 5.683.256.000,00.

2.2. Kebijakan Keuangan
Secara keseluruhan total anggaran (setelah perubahan) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Blora tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.676.140.000,00 dan penyerapan anggaran di tahun 2016 sebesar Rp. 8.263.423.186 (95,24%).
Anggaran yang terealisasi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional selama tahun 2016. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora dengan jumlah Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 2.370.000.000,00 terealisasi sebesar                Rp. 2.130.135.998,00 (89,88%). Jumlah Anggaran Belanja sebesar                            Rp. 6.306.140.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.133.287.188,00 (97,26%), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.989.869.189,00 (96,68%) dari anggaran sebesar Rp. 5.161.329.450,00 dan Belanja Modal sebesar    Rp. 1.143.417.999,00 (99,23%) dari anggaran sebesar Rp. 1.144.810.550,00.
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Secara umum Pencapaian Target Kinerja yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora Tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik. Dibanding dengan tahun 2015, realisasi (prosentase) total belanja mengalami penurunan sebesar 1,07 %. Realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 1,62 %. Realisasi belanja langsung mengalami penurunan sebesar    0,89 %. 
Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
	Belanja
	2015
	2016
	Naik / (Turun)

	Belanja Tidak Langsung
	98,03%
	96,41%
	1,62 %

	Belanja Langsung
	98,80 %
	97,91%
	0,89 %

	Total Belanja
	98,32 %
	97,25%
	1,07 %


Program dan Kegiatan yang dijalankan sesuai dengan target yang diharapkan. 
Pencapaian target kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan prosentase 97,34%, yaitu:
· Terpenuhinya penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan yang menunjang kelancaran kegiatan operasional administrasi kantor.
· Terpeliharanya peralatan kerja kantor.
· Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi berjalan dengan baik.
b. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas dengan prosentase 99,76%, yaitu:
· Pengadaan Meubelair berupa meja dan kursi kerja.
· Pengadaan Perlengkapan Kantor berupa almari rak.
· Gedung kantor yang representatif dengan adanya pemeliharaan rutin/berkala.
· Kendaraan dinas/operasional terawat baik dengan adanya pemeliharaan rutin/berkala.
c. Meningkatnya kedisiplinan Pegawai dengan prosentase100%, yaitu:

· Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kelengkapan atribut Pegawai.

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan prosentase 89,37%, yaitu:

· Mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perijinan
e. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan prosentase 96,25%, yaitu:

· Tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD dengan baik.
f. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi dengan prosentase 98,16%, yaitu:

· Terciptanya promosi dan kerjasama investasi.
· Terlaksananya pameran investasi Manado dan Jakarta.

· Terciptanya peluang investasi di daerah.

g. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi dengan prosentase 99,88%, yaitu:
· Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi.
· Tersusunnya profil potensi investasi.
· Terciptanya peningkatan kerjasama pelaku usaha.
h. Meningkatkan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa dengan prosentase 83,26%, yaitu:
· Tercapainya informasi tentang tata cara perijinan.
· Tercapainya peningkatan pengajuan permohonan perijinan.
i. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan prosentase 81,96%, yaitu:
· Tercapainya penanganan pengaduan yang cepat di masyarakat.

· Tercapainya penyelesaian pengaduan di masyarakat.
j. Meningkatnya Pelayanan dan perijinan terpadu dengan prosentase 98,23%, yaitu:
· Tercapainya peningkatan jumlah perijinan.

· Tersusunnya rancangan peraturan daerah perijinan.

· Tercapainya penerbitan surat perijinan.
· Terlaksananya peningkatan pelayanan perijinan di kabupaten Blora.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016  adalah sebagai berikut:
	Kode
Prog./
Keg.
	URAIAN 
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
	REALISASI (Rp.)
	%

	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	2.730.450.000,00
	2.632.437.727,00

	96,41


	
	Belanja Pegawai
	2.730.450.000,00
	  2.632.437.727,00 
	96,41


	
	BELANJA LANGSUNG
	3.575.690.000,00
	3.500.849.461,00
	97,91


	01
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.198.065.000,00
	1.166.206.357,00
	97.34

	01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.000.000,00
	4.976.470,00
	99,53


	02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	72.000.000,00
	51.572.376,00
	71,63

	03
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	200.000.000,00
	200.000.000,00
	100,00

	06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	5.000.000,00
	3.901.100,00
	78,01

	07
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	69.120.000,00
	68.970.000,00
	99,78


	08
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	80.850.000,00
	80.846.750,00
	99,99


	09
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	80.000.000,00
	80.000.000,00
	100,00



	10
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	132.480.000,00
	132.480.000,00
	100,00


	11
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	170.000.000,00
	166.759.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	98,09


	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	64.540.000,00
	64.540.000,00
	100,00


	15
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	10.000.000,00
	9.923.000,00
	99,23

	17
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	68.120.000,00
	65.946.700,00
	96,81

	18
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	220.000.000,00
	217.566.461,00
	98,89

	19
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
	20.955.000,00
	18.724.450,00
	89,36

	02
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	813.750.000,00
	811.790.450,00
	99,76

	05
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
	412.100.000,00
	411.108.449,00
	99,76

	10
	Pengadaan Mebeler
	155.850.000,00
	155.850.000,00
	100,00


	22
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	195.800.000,00
	195.108.000,00
	99,65

	24
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

	50.000.000,00
	49.724.001,00
	99,45

	Kode Prog./ Keg.
	URAIAN
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	REALISASI (Rp.)
	%

	03
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	66.000.000,00
	66.000.000,00
	100,00

	05
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu
	66.000.000,00
	66.000.000,00
	100,00

	05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	50.000.000,00
	44.683.500,00
	89,37

	01
	Pendidikan dan pelatihan formal
	50.000.000,00
	44.683.500,00
	89,37

	06
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	12.010.000,00
	11.560.000,00
	96,25

	05
	Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja SKPD
	12.010.000,00
	
 11.560.000,00
	
96,25

	15
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	311.565.000,00
	305.818.099,00
	98,15

	05
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
	49.000.000,00
	48.673.100,00
	99,33

	06
	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
	144.000.000,00
	141.175.550,00
	98,04

	10
	Penyelenggaraan pameran investasi
	118.565.000,00
	115.969.449,00
	97,81

	16
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	148.500.000,00
	148.317.550,00
	99,88

	01
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
	30.000.000,00
	29.910.500,00
	99,70

	02
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
	46.000.000,00
	45.928.200,00
	99,84

	04
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal
	72.500.000,00
	72.478.850,00
	99,97

	19
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	60.000.000,00
	49.954.700,00
	83,26

	04
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
	60.000.000,00
	49.954.700,00
	83,26

	24
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
	19.000.000,00
	15.572.118,00
	81,96

	01
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
	19.000.000,00
	15.572.118,00
	81,96

	35
	Program Pelayanan dan Perijinan Terpadu
	896.800.000,00
	880.946.687,00
	99,69

	01
	Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan
	200.000.000,00
	199.902.000,00
	99,95

	02
	Sosialisasin pelayanan dan perijinan terpadu
	287.000.000,00
	276.122.825,00
	96,21

	03
	Penyusunan rancangan peraturan perijinan
	160.000.000,00
	159.212.750,00
	99,51

	04
	Penyusunan penetapan perijinan
	249.800.000,00         
	245.709.112,00
	98,36

	
	Jumlah
	6.306.140.000,00
	6.133.287.188,00
	97,26


3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Hambatan dan kendala dalam pencapaian target antara lain:
· Adanya ketentuan baru mengenai target pendapatan yang terlalu tinggi.
· Jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami kendala di bulan puasa dan untuk akhir tahun / bulan Desember tidak maksimal karena akan adanya penetapan Organisasi Pemeintah Daerah sehingga kegiatan harus selesai di awal bulan Desember, sehingga realisasi pencapaian target tidak bisa maksimal;
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora sebagai Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan secara berkala kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora selaku Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Blora.
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 adalah Basis Akrual. Hal ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 PP No. 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dan mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 dengan berbasis Akrual. Basis Akrual  untuk pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai historis. Yaitu dilakukan dengan mencatat nilai nominal uang yang timbul dari akibat transaksi keuangan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Penerapan Kebijakan Akuntansi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora dalam menyusun Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora. Laporan Keuangan yang disusun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Blora yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	1. PENDAPATAN
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	2.370.000.000,00
	2.130.135.998,00
	239.864.002,00


Saldo akhir Pendapatan yang diterima Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.130.135.998,00. 
Pendapatan diterima dari Retribusi Ijin Tertentu yang terdiri dari:
	
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
	1.600.000.000,00
	1.102.785.790,00
	497.214.210,00

	 b. Retribusi tempat penjualan minuman  berakohol
	20.000.000,00
	19.000.000,00
	1.000.000,00

	c. Retribusi Ijin Gangguan
	750.000.000,00
	1.008.350.208,00
	258.350.208,00


	2. BELANJA
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	6.306.140.000,00

	6.133.287.188,00

	172.852.812,00


	2.1 BELANJA

     OPERASI
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	5.161.329.450,00
	4.989.869.189,00
	171.460.261,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Operasi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

	2.1.1 Belanja 
         Pegawai
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	                3.009.282.000,00
	2.906.642.727,00
	102.639.273,00


Belanja Pegawai tersebut terdiri dari:
	
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	a. Gaji dan
    Tunjangan
	  1.887.200.000,00
	1.864.568.590,00
	22.631.410,00

	b. Tambahan

    Penghasilan PNS
	     683.000.000,00 


	     660.372.800,00 


	22.627.200,00

	c.  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	       160.250.000,00
	107.496.337,00
	52.753.663,00

	d. Honorarium PNS
	       161.165.000,00
	160.525.000,00
	640.000,00

	e. Honorarium Non

    PNS
	      39.000.000,00
	37.500.000,00
	1.500.000,00

	f. Uang Lembur
	     78.667.000,00
	     76.180.000,00
	2.487.000,00


	2.1.2  Belanja
         Barang Jasa
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	2.152.047.450,00
	2.083.226.462,00
	68.820.988,00


Belanja Barang Jasa tersebut terdiri dari:
	
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	a. Belanja Bahan

    Pakai Habis

	469.555.250,00
	454.220.121,00
	15.335.129,00

	b. Belanja Jasa
    Kantor
	201.100.000,00 
	180.595.376,00

	20.504.624,00

	c. Belanja 
    Perawatan

    Kendaraan

    Bermotor
	55.000.000,00
	53.625.101,00
	1.374.899,00

	d. Belanja Cetak

    dan Penggandaan
	242.507.200,00
	239.264.100,00
	3.243.100,00

	e. Belanja Sewa

    Rumah/Gedung/

    Gudang/Parkir
	74.000.000,00
	71.720.000,00
	2.280.000,00

	f.  Belanja Sewa

    Sarana Mobilitas
	9.000.000,00
	7.040.000,00
	1.960.000,00

	g. Belanja Sewa

    Perlengkapan dan

    Peralatan Kantor
	17.250.000,00
	17.200.000,00
	50.000,00

	h. Belanja Makanan

    dan Minuman
	159.825.000,00
	156.466.700,00
	3.358.300,00

	i. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
	65.650.000,00
	65.650.000,00
	0,00

	j.   Belanja

    Perjalanan Dinas
	654.010.000,00
	633.295.064,00
	20.714.936,00

	k. Belanja 

 Pemeliharaan
	79.650.000,00


	79.650.000,00
	0,00

	l.  Belanja Jasa Konsultasi
	124.500.000,00
	124.500.000,00
	0,00

	2.2    BELANJA

         MODAL
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih / (Kurang) (Rp)



	
	1.144.810.550,00
	1.143.417.999,00
	1.392.551,00


Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Modal periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri dari:
	2.2.1 Belanja 

         Peralatan dan

         Mesin
	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih /(Kurang) (Rp)



	
	954.810.550,00
	953.909.999,00
	900.551,00


Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

		Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

	Realisasi (Rp)

	Lebih / (Kurang) (Rp)


	a. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 
	409.010.550,00
	408.207.999
	802.551,00

	b. Belanja Modal

    Pengadaan Peralatan Kantor
	72.000.000,00

	72.000.000,00

	0,00


	c. Belanja Modal

    Pengadaan 

    Perlengkapan Kantor
	8.900.000,00

	8.900.000,00

	0,00


	d. Belanja Modal

    Pengadaan

    Komputer
	281.650.000,00

	281.552.000,00

	98.000,00


	e. Belanja Modal

    Pengadaan
    Mebeler
	146.600.000,00
	146.600.000,00
	0,00

	f. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio
	36.000.000,00
	36.000.000,00
	0,00

	g. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

	162.000,00

	162.000,00

	0,00


	h. Belanja Modal Pengadaan Perhiasan Ruangan Rumah Tangga

	488.000,00

	488.000,00

	0,00



	
	
	
	

	
	
	
	

	2.2.2 Belanja 

         Gedung dan

         Bangunan
Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih /(Kurang) (Rp)

190.000.000,00

189.508.000,00

492.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini masuk dalam belanja modal rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor yang dikapitalisasi , sehingga menambah aset tersebut terdiri dari:
Rehabilitasi/

         Pemeliharaan

         Bangunan
Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi (Rp)

Lebih /(Kurang) (Rp)

190.000.000,00

189.508.000,00

492.000,00


	Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)
	Realisasi (Rp)


	Lebih /(Kurang) (Rp)



	
	49.800.000,00
	49.675.000,00
	125.000,00


Belanja Modal Peralatan dan Mesin  di Tahun 2016 yaitu:
	a. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat :

·  Mobil Innova            :  1 unit     @ Rp.324.010.000,00
·  Motor Dinas             :  5 unit     @ Rp.  16.839.599,80          
Operasional
b.  Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor:
	Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
	408.207.999,00

324.010.000,00
84.197.999,00

72.000.000,00

	    - AC
:  12 unit     @ Rp.  6.000.000,00
	Rp.
	72.000.000,00

	c. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor:
	Rp.
	8.900.000,00

	    -  Tiang Bendera
:  2 unit     @ Rp.       500.000,00
    -   Podium                  :  1 unit      @ Rp.    5.000.000,00

    -   Pigura                    :29 unit      @ Rp.       100.000,00
	Rp.
Rp.

Rp.
	1.000.000,00
5.000.000,00

2.900.000,00

	d.  Belanja Modal Pengadaan Mebeler:
	Rp.
	146.600.000,00

	    - Meja Kerja
:  1 unit     @ Rp.     2.500.000,00
	Rp.
	2.500.000,00

	    - Meja Rapat
:10 unit     @ Rp.     3.500.000,00
    - Kursi Rapat             :100unit     @ Rp.        500.000,00

    - Kuri Pimpinan Rapat: 10unit     @ Rp.     2.125.000,00

    - Sofa Tamu               :   2 unit     @ Rp.   10.000.000,00

    - Rak Arsip                 :   1 unit     @ Rp.   17.850.000,00
	Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp. 
	35.000.000,00
50.000.000,00

21.250.000,00

20.000.000,00
17.850.000,00

	e.  Belanja Modal Pengadaan Komputer:
	Rp.
	281.552.000,00

	    - Komputer Note Book
:  4 unit     @ Rp.    15.000.000,00
	Rp.
	60.000.000,00

	    - Printer
:  8 unit     @ Rp.      2.000.000,00
	Rp.
	16.000.000,00

	    - Jaringan internet wifi
:1 paket   @ Rp.      6.000.000,00
	Rp.
	6.000.000,00

	· Sist. informasi Perijinan:1 paket @ Rp. 199.552.000,00
	Rp. 
	199.552.000,00

	f. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Studio:      
	Rp.
	36.000.000,00

	· Proyektor                 :  1 set       @ Rp.     16.000.000,00
	Rp.
	16.000.000,00

	· TV                           :  1 unit     @ Rp.     10.000.000,00
	Rp.     
	10.000.000,00

	· CCTV                      : 1 unit      @ Rp.     10.000.000,00
	Rp.
	10.000.000,00

	g. Belanja Modal Perhiasan Ruangan Rumah Tangga:
	Rp.
	488.000,00

	· Jam dinding           :  4 unit      @ Rp.          122.000,00
	Rp.
	488.000,00

	h. Belanja Modal Peralatan Dapur:
	Rp.
	162.000,00

	· Dispenser               :  1 unit      @ Rp.          162.000,00
	Rp.
	162.000,00

	
	
	

	                                               Jumlah
	Rp.
	953.909.999,00

	
	
	


5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	1. ASET
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	4.668.754.728,88
	3.766.544.296,00


Saldo Aset Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar                        Rp. 1.015.702.028,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya usulan penghapusan Aset Tetap (Peralatan) di Tahun Anggaran 2015 dan akumulasi penyusutan Aset Tetap (Peralatan).
	1.1. ASET LANCAR
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	2.860.426,00
	560.235,00


	Kas di Bendahara Penerimaan
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	0,00
	0,00

	Kas di Bendahara Pengeluaran
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015(Rp)



	
	0,00
	0,00


Saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sejumlah   Rp. 0,00.
	Piutang Retribusi Daerah
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	2.874.800,00
	563.050,00


	Piutang retribusi yang dimaksud adalah  retribusi ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sebesar Rp. 2.024.800,00 dan retribusi Ijin Gangguan ( HO ) sebesar Rp. 850.000,00.

	Penyisihan Piutang 
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	(14.374,00)
	(2.815,00)


Saldo Kas Penyisihan Piutang dari piutang retribusi IMB dan retribusi HO, karena jatuh tempo pada bulan Januari 2017 maka masuk dalam umur piutang yang dikalikan 0,05% dimana belum melebihi tanggal jatuh tempo.Dengan rincian sebagai berikut :
Penyisihan Piutang    = 0,05%  *  piutang retribusi
Penyisihan Piutang = 0,05% * Rp. 2.874.800,00


= 14.374,00
	Persediaan

	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	0,00
	0,00


Saldo Kas Persediaan per 31 Desember 2016 sejumlah   Rp. 0,00.
	1.2. ASET TETAP
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	4.538.454.411,55
	3.722.645.804,00


	a. Tanah
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	1.308.000.000,00
	1.308.000.000,00


Saldo Tanah per 31 Desember 2016 sejumlah Rp.1.308.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
	Tanah Kantor
	Rp.
	1.308.000.000,00


	b. Peralatan dan Mesin
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)



	
	1.814.830.632,00
	964.372.633,00


Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sejumlah                           Rp.1.814.830.632,00 dengan rincian sebagai berikut:
	· Alat-alat Angkutan 
	Rp.
	833.669.999,00

	· Peralatan Kantor
	Rp.
	11.200.000,00

	· Perlengkapan Kantor
	Rp.
	65.909.000,00

	· Komputer
	Rp.
	438.157.883,00

	· Meubeleir
	Rp.
	361.981.000,00

	· Peralatan Dapur
	Rp.
	9.378.000,00

	· Penghias Ruang Rumah Tangga
	Rp.
	13.100.000,00

	· Alat Studio  
	Rp.
	74.074.750,00

	· Alat Komunikasi
	Rp.
	7.360.000,00

	Jumlah
	Rp.
	1.814.830.630,00 


Penambahan:
1. Pengadaan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp.950.359.999,00 dengan rincian sebagai berikut:
	Pengadaan Tahun Anggaran 2016
Dengan rincian:
· Alat Angkut Darat :

·  Mobil Innova :  1 unit     @ Rp.324.010.000,00
· Motor Dinas  :  5 unit     @ Rp.  16.839.599,80          
Operasional
· Peralatan Kantor:

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

408.207.999,00

324.010.000,00
84.197.999,00

72.000.000,00
-  AC
           :  12 unit     @ Rp.  6.000.000,00
Rp.

72.000.000,00

· Perlengkapan Kantor:

Rp.

6.000.000,00

    -  Tiang Bendera:  2 unit     @ Rp.       500.000,00
    -  Podium          :  1 unit      @ Rp.    5.000.000,00
Rp.
Rp.
1.000.000,00
5.000.000,00
· Mebeler:

Rp.

146.600.000,00

    - Meja Kerja
:  1 unit     @ Rp.     2.500.000,00
Rp.

2.500.000,00

    - Meja Rapat
:10 unit     @ Rp.     3.500.000,00
    - Kursi Rapat   :100unit     @ Rp.        500.000,00

    - Kursi Pimpinan Rapat : 10unit 

@ Rp.     2.125.000,00

    - Sofa Tamu :   2 unit     @ Rp.   10.000.000,00

    - Rak Arsip   :   1 unit     @ Rp.   17.850.000,00
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 
35.000.000,00
50.000.000,00

21.250.000,00

20.000.000,00

17.850.000,00
· Komputer:

Rp.

281.552.000,00

    - Komputer Note Book
: 4 unit    

 @ Rp.    15.000.000,00
Rp.

60.000.000,00

    - Printer        :  8 unit     @ Rp.      2.000.000,00
Rp.

16.000.000,00

    - Jaringan internet wifi
:1 paket   

@ Rp.      6.000.000,00
Rp.

6.000.000,00

· Sist. Informasi Perijinan: 1 paket 

@ Rp. 199.552.000,00
Rp. 
199.552.000,00

· Alat – alat Studio:      
Rp.

36.000.000,00

· Proyektor   :  1 set       @ Rp.     16.000.000,00

Rp.

16.000.000,00

· TV              :  1 unit     @ Rp.     10.000.000,00

Rp.     

10.000.000,00

· CCTV         : 1 unit      @ Rp.     10.000.000,00

Rp.

10.000.000,00


                                               Jumlah
Rp.
950.359.999,00

	

	Pengurangan :
1.Adanya reklas aset berupa software sebesar Rp. 99.902.000,00 dari aset tetap ke aset tak berwujud.

	
	

	c. Gedung dan Bangunan
	 Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)


	
	2.431.536.149,00
	2.242.028.149,00



Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sejumlah                       Rp. 2.431.536.149,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 189.508.000,00 karena adanya pemeliharaan gedung berupa penambahan partisi.
	
	     Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	d. Jalan, Irigasi, 
dan Jaringan
	34.407.500,00
	  34.407.500,00

	Saldo jaringan, Irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2016 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015.



	e. Aset Tetap Lainnya
	Tahun 2016 (Rp)
  610.000,00
	 Tahun 2015 (Rp)

   610.000,00     



	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 610.000,00 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015.

	     Tahun 2016 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

f. Akumulasi Penyusutan 
Aset Tetap
(1.050.929.869,45)
(826.772.478,00)
Saldo akumulasi penyusutan asset tetap per 31 Desember 2016 sejumlah (Rp. 1.050.929.869,45).


	1.3. ASET  LAINNYA
	 Tahun 2016 (Rp)


	Tahun 2015 (Rp)



	
	127.439.891,33
	60.827.042,00

	
	
	

	Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 127.439.891,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2016 (Rp)         Tahun 2015(Rp)



	A. Aset Tak Berwujud :                  271.711.000,00
	 74.109.000,00


	Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 mengalami kenaikan  dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp. 197.602.000,00 dikarenakannya adanya penambahan dari reklas software dari aset tetap  sebesar                 Rp. 99.902.000,00dan aset lain-lain sebesar Rp. 97.700.000,00.

	                                                             Tahun 2016 (Rp)           Tahun 2015(Rp)

B. Akumulasi Amortisasi :         (148.030.166,67)           (20.523.067,00)



	Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016 sejumlah (Rp.148.030.167,00).



	
	  Tahun 2016 (Rp)           


	Tahun2015(Rp)

	C. Aset Lain - lain:          149.655.400,00
	 247.355.400,00

	Saldo Aset lain – lain per 31 Desember 2016 mengalami pengurangan dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp. 97.700.000,00 dikarenakan adanya reklas ke aset tak berwujud.

	D. Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain :
	Rp. (145.896.341,67)

	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 145.896.341,67,-.



	2. KEWAJIBAN
	Tahun 2016(Rp)

728.488.422,89
	Tahun 2015(Rp)

1.252.298.425,56

	Saldo kewajiban per 31 Desember 2016 sejumlah Rp. 728.488.422,89 
dengan rincian sebagai berikut:


	2.1. KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK
	  Tahun 2016 (Rp)
	   Tahun 2015 (Rp)

	
	728.488.422,89
	1.252.298.425,56

	a. Pendapatan Diterima Dimuka

Rp. 721.100.713,89

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan dari retribusi ijin tertentu yaitu Retribusi Ijin Gangguan (HO) dari terbitan SK Ijin Gangguan Tahun 2015, terlampir.

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp. 7.387.709,00



	· Beban listrik

Rp.

3.096.792,00

· Beban Telepon

Rp.

   132.917,00

· Beban internet

Rp.

4.158.000,00


	3. EKUITAS
	  Tahun 2016 (Rp)


	       Tahun 2015 (Rp)



	
	3.940.266.305,99
	              2.531.734.655,44

	
	
	

	
	Tahun 2016 (Rp)
	         Tahun 2015 (Rp)

	3.1 Ekuitas
	  3.940.266.305,99

	2.531.734.655,44

	a. Ekuitas

(Rp. 62.884.884,01)
Saldo ekuitas per 31 Desember 2016 sejumlah                               (Rp. 62.884.884,01). 
b. RK PPKD

Rp. 4.003.151.190,00



	Saldo RK PPKD per 31 Desember 2015 sejumlah 

Rp. 4.003.151.190,00. 

	
	
	

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	   Tahun 2016 (Rp)


	   Tahun 2015 (Rp)

	
	4.668.754.728,88
	4.784.033.081,00


5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL
	
	Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.3.1 Pendapatan - LO
	2.661.559.164,67
	1.410.1522.362,44


Realisasi Pendapatan-LO adalah realisasi hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.  Pendapatn LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
	5.3.1.a Pendapatan Asli Daerah
	   Anggaran (Rp)
	   Realisasi 2016 (Rp)

	
	
	

	
	2.370.000.000,00
	2.661.559.164,67


Pendapatan asli daerah – LO adalah realisasi pendapatan yang dicatat berdasarkan basis accrual yaitu senilai                           Rp. 2.661.559.164,67,dengan rincian sebagai berikut:
	
	Realisasi 2016 (Rp)



	Pendapatan Retribusi Daerah-LO
	2.661.559.164,67


Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut merupakan realisasi periode  1 Januari sampai 31 Desember 2016 yang terdiri dari :
	Retribusi Perijinan Tertentu –LO
	RRealisasi 2015 (Rp)

	· Retrinbusi Ijin  Gangguan-LO

	1.537.748.574.67

	· Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Berakohol-LO
	19.000.000,00

	· Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan-LO
	1.104.810.590,00

	Jumlah

	2.661.559.164,67



Terdapat perbedaan nilai realisasi pendapatan retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran yang dicatat menggunakan basis kas dengan Pendapatan Asli Daerah-LO yang dicatat dengan basis Akrual.  
	
	TAHUN 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.3.2. BEBAN - LO
	5.254.696.492,46
	3.432.436.497,00


Beban adalah konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2106.

Beban operasi dapat dirinci sebagai berikut:
	Beban Operasi
	Jumlah (Rp)

	Beban Pegawai
	2.906.642.727,00

	Beban Barang dan Jasa
	1.375.019.762,00

	Beban Pemeliharaan
	79.650.000,00

	Beban Perjalanan Dinas
	633.295.064,00

	Beban Penyusutan
	256.527.380,46

	Beban Penyisihan Piutang
	11.559,00

	Beban Lain – lain
	3.550.000,00

	a. Beban Pegawai - LO
	 Realisasi 2016 (Rp)

	
	     2.906.642.727,00


Beban pegawai –LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp2.906.642.727,00 dapat dirinci sebagai berikut:
	Beban Pegawai
	Jumlah (Rp)

	Beban Gaji dan Tunjangan
	1.864.568.590,00

	Beban Tambahan Penghasilan PNS
	660.372.800,00

	Beban Insentif Pemungutan Retribusi
	107.496.337,00

	Beban Honorarium PNS
	160.525.000,00

	Beban Honorarium Non PNS
	37.500.000,00

	Beban Uang Lembur
	76.180.000,00

	
	

	b. Beban Barang dan Jasa - LO
	   Realisasi 2016 (Rp)

	
	           2.087.964.826,00


Beban barang dan jasa–LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp. 1.375.019.762,00 dapat dirinci sebagai berikut :
	Beban Barang dan Jasa
	Jumlah (Rp)

	Beban Bahan Pakai Habis
	454.220.121,00

	Beban Jasa Kantor
	185.333.740,00

	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
	53.625.101,00

	Beban Cetak dan Penggandaan
	239.264.100,00

	BebanSewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
	95.960.000,00

	Beban Makan dan Minum
	156.466.700,00

	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
	65.650.000,00

	Beban Jasa Konsultasi
	124.500.000,00


	c. Beban Pemeliharaan - LO
	   Realisasi 2016 (Rp)

	
	79.650.000,00


Beban pemeliharaan –LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp. 79.650.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:
	Beban Pemeliharaan
	Jumlah (Rp)

	Beban pemeliharaan peralatan kantor
	79.650.000,00


	c. Beban Perjalanan Dinas - LO
	   Realisasi 2016 (Rp)

	
	633.295.064,00


Beban Perjalanan Dinas –LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp. 633.295.064,00 dapat dirinci sebagai berikut:
	Beban Perjalanan Dinas-LO
	Jumlah (Rp)

	Beban perjalanan dinas dalam daerah
	193.480.000,00

	Beban perjalanan dinas luar daerah
	439.815.064,00

	d. Beban Penyusutan - LO
	 Realisasi 2016 (Rp)

	
	256.527.380,46


Beban Penyusutan – LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp.256.527.380,46.

	Beban Penyusutan- LO
	JUMLAH (Rp)

	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	176.619.057,48

	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	45.472.256,31

	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	1.146.916,67

	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
	29.807.100,00

	Beban Penyusutan Aset Lainnya
	3.482.050,00


	e. Beban Penyisihan Piutang - LO
	 Realisasi 2016 (Rp)

	
	11.559,00


Beban Penyisihan Piutang – LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp.11.559,00.


	f. Beban Lain - lain
	   Realisasi 2016 (Rp)

	
	3.550.000,00


Beban lain - lain – LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi Rp.3.550.000,00.


5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
	
	Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.4.1 Ekuitas Awal
	2.531.734.655,44
	4.782.246.324


Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebesar ekuitas akhir Tahun 2016 yaitu senilai Rp. 2.531.734.655,44.  

	
	Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.4.2  Surplus Defisit - LO
	(2.593.137.327,79)
	(1.997.773.484,56)


Jumlah surplus defisit LO untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah senilai Rp. (2.593.137.327,79).
	
	Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar
	

	
	(1.482.211,33)
	(885.097.553,00)


Dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar adalah adanya transaksi non kas yang mempengaruhi penambahan dan penurunan ekuitas Pemerintah Kabupaten Blora, yang dapat dirinci sebagai berikut:
	· Koreksi Nilai Aset Tetap

	Realisasi 2016(Rp)


	  
	(1.482.211,33)


Selisih revaluasi aset tetap adalah berupa koreksi nilai aset karena adanya penilaian ,  karena adanya barang yang ditemukan tetapi belum tercatat pada neraca periode sebelumnya, dapat dirinci sebagai berikut :





PENAMBAHAN :



	
	Jumlah (Rp)

	Koreksi penambahan pada akumulasi penyusutan aset lainnya setelah audited 2015
	0,67

	Koreksi pengurangan pada akumulasi penyusutan aset tak berwujud di atas     Rp. 2 juta
	0,33

	Koreksi piutang Retribusi IMB yang sudah tidak berlaku
	563.050,00

	Koreksi penambahan pada akumulasi penyusutan aset di atas Rp.300.000,00
	919.160,99

	Total
	1.482.211,33


	
	Tahun 2016 (Rp)
	Tahun 2015 (Rp)

	5.4.4 Ekuitas Akhir
	(62.884.883,68)
	2.531.734.655,44


Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebesar ekuitas akhir Tahun 2016 yaitu senilai Rp 62.884.883,68.
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora beralamat di Jalan Pemuda No 46 Blora Telp. (0296) 532048. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, yang mempunyai pejabat struktural sebanyak 14 dengan jumlah staf 14. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan. Badan Pelayanan Perijinan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
· Subbagian Program;

· Subbagian Keuangan; dan
· Subbagian Umum.
c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
· Subbidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan

· Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.

d. Bidang Perijinan, membawahkan:
· Subbidang Pelayanan Perijinan Usaha; dan

· Subbidang Pelayanan Perijinan Non Usaha.
e. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengendalian , membawahkan:
· Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi; dan
· Subbidang Pengaduan dan penyelesaian kasus .

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tugas Pokok

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora adalah  melaksanakan kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan.

4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai fungsi yaitu:

a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;

c. Pendataan, penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan;

d. Pengembangan penanaman modal;

e. Penciptaan peluang investasi

f. Pengembangan sistem dan pelayanan informasi penanaman modal;

g. Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perijinan 

h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan ;

i. Penandatanganan dokumen perijinan ;

j. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman modal dan pelayanan perijinan ;

k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan.
BAB VII PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Laporan Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berupa Neraca, Laporan Realiasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora telah melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat membantu manajemen dan para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora khususnya dan Pemerintah Kabupaten Blora pada umumnya dimasa yang akan datang.
Dengan demikian diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Blora, 31 Desember 2016
Pengguna Anggaran
Drs Purwanto, MM
Pembina Utama Muda

  NIP : 1930225 199203 1 005
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab.Blora yang terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran 

b) Neraca
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir    adalah tanggung jawab kami.


Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan standart Akuntansi Pemerintah.

Blora, 31 Desember 2016
Pengguna Anggaran

Drs. Purwanto, MM

NIP.19630225 199203 1 005
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